
F^MERINTAH KABUPATEN PACITAN 

PERATURAN DAERAH KABUFATEN PACITAN 
NOMOR 10 TAHUN 2003 

TENTANG 

I Z I N P E M A N F A A T A N A I R B A W A H T A N A H 

D E N G A N R A H M A T T U H A N Y A N G M A H A E S A 

B U P A T I P A C I T A N , 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan . ketentuan pasal 3 ayat (1) 
Keputusan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral, 
Pengelolaan Pemanfaatan Air Daw ah Tanah merupakan 

^ kewenangan Daerah Kabupaten \ 

b. bahwa dalam rangka pengelolaan air bawah tanah 
agar dapat berdaya guna, berhasil guna, bertanggung 
jowab dan berkelanjutan, serta pemanfaatannya 
di tujukan bagi sebesar-besaraya kesejahteraan rakyat, 
perlu pengendalian dan pengawasan pemanfaatannya ; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada 
. huru f a dan b diatas, maka perlu menetapkan Izin 

Pemanfaatan Air Bawah Tanah dalam Peraturan Daerah. 

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara 
Tahun 1950 Nomor 41); 

2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang 
Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran 
Negara Tahun 1967 Nomor 68, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 2831); 

3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang 
Ketentuan-ketentuan Pokok Pengairan (Lembaran 
Negara Tahun 1974 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara 3046); 

4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1981 tentang Hukum 
Acara Ptdana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); 



5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang ; 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara [ 
Tahi in 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4048 J yang telah diubah dengan Undang-undang i 
Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 ' 
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048 ) ; 

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang 
Pengelolaan l ingkungan Hidup (Lembaran Negara 
Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara ' 
Nomor 3699); 

7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tal iui i 1999 
Nomor 37, Tambalron Lembaran Negara Nomor 3225); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang ; 
Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 
Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225); 

- 9. Peraturan Pemerintah Nornor 25 Tahun 2000 tentang : 
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan • Propinsi 
Sebagai Daerah Otbnom (Lembaran Negara Tahun 2000 ! 
Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor'3952); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang 
Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran ' 
Negara Tahun 2000 Nomor 68, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3955); | 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang ! 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 [ 
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 i 
tentang Penyidik Fegowai Negeri Sipil di Lingkungan ' 
Pemerintah Daerah \ \ . - '• 

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 ] 
. tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi • 

Daerah; 

14. Keputusan enteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 t 
t e n t a i ^ Pedoman Tata cara Pemeriksaan dibidang : 

. Retribusi Daerah ; r 

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 I 
tentang Tehnik Penyusunan dan Materi Muatan ^ 
Produk-produk Hukum Daerah ; : 

16. • Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 
tentang BentoJc Produk-produk Hukum Daerah; 



17. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7: 
Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil 1 
di Ungkur^an Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat 11 • 
Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan' 
Tahun 1988 Nomor 5 Sen D tanggal 17 Oktober 1988). ' 

Dengan persetujuan 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN PACITAN 

; MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TENTANG 
IZIN PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH . 

B A B I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah in i yang dimaksud dengan : 
a. Daerah adalah Kabupaten Pacitan; 
b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan; i 
c. Kepala Daerah adalah Bupat i Pacitan; -..' 
d. Dewan Penvakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat: 

DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 
Kabupaten Pacitan; 

e. Dinas adalah Dinas Perlndustrian, Perdagaugan, Energi: 
dan Sumberdaya Mineral Kabupaten Pacitan ; 

f. Air bawah tanah adalah semua air yang terdapat dalam \ 
lapisan pengandung air d i bawah permukaan tanah 
termasuk didalamnya mata air yang muncul aecara • 
alamiah diatas permukaan tanah ; ~ 

g. Pengambilan Air Bawah Tanah , adalah setiap kegiatan 
pengambilan air bawah tanah yang dilakukan dengan cara | 
penggalian, pei^cboran atau dengan cara membuat 
bangunon penurap lainnya u u t u k dimcniaatkan aimya 
dan atau tu juan lainnya ; 

h. Izin Pengambilan Air Bawah Tanah adalah izin atas kuasa ; 
u n t u k mengambil air bawah tanah u n t u k keperluan ; 
industr i , pertambangan, usaha dibidang perkebunan, 
perikanon, peteraakan, pertanian, air m inum penelitian ' 
i lmial i dan usaha jasa lainnya; - ^ 

i. Pengeboran Air Bawah Tanah adalah pembuaton sumur ' 
bor oleh suatu perusahaan yang teleh mendapat izin I 
usaha dari Bupati un tuk bcigerak di bidang pengeboran j 
air bawah t a n a h ; • : ^ 

j . Kegiatan Usaha Inuustr i adalah kegiatan ekonomi yang ; 
mengolah bahan mentah, boh on baku dan barang ' 
setengah jad i / barang jad i menjadi barang dengan ni la i ; 
yang lebih tinggi u n t u k penggunaannya, termasuk ' 
kegiatan rancang ban gun dan perekayasa Industr i ; f 

k. Surat Ketetapon Retribusi Dae i ah ' yang selanjutnya • 
disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan yang mecentukan 
besaraya jumlah retribusi yang terutang; i 



1. Penyidtkan adalah serangkaian tindakan y a i ^ dilakukan • 
oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil" yang selanjutnya f 
disebut Penyidik, un tuk mencari serta mer^iumpulkan j 
bukt i yang dengan buk t i i t u membuat terang-t indak . 
pidana d i bidang retribusi perijinan daerah yang terjadi 's 
serta menemukan tersangkanya. ^ 

BAB I I ' , f 

NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI 
Pasal 2 

Dengan nama Izin Pemanfaatan Air Bawah Tanah dipungut { 
' retribusi - sebagai pembayaran . atas : pemberian izin ; 
pemanfaatan air bawah tanah. 

Pasal 3 

(1) Obyek reti'ibusi adalah Pemberian I a n kepada orang ; 
pribadt atau Badan Hukum yang melakukan kegiatan ;-
pemanfaatan air bawah tanah; ) 

' • ' - ' • 

(2) Dikecualikan dari obyek rotribusi sebagaimana dimaksud ' 
pada ayat (1) adalah Pemanfaatan air banrah tanah \ 
un tuk kepeiluan air minum dan n u n a h t a n ^ a dan ^ 
kepentingan lainya yang tidcdc dikomersilkan, peribadatan, ^ 
kegiatan penelitian, penyelidikan, eksplorasi dan ; 
pembuatansumurpentau. , " ., f 

• • PasaI4 . 

' Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum ^ 
yang mendapat izin pemanfaatan air bawah tanah. 

' B A B I I I { 
KETENTUAN PERIZIKAN \ 

Pasal 5 

(1) Setiap orang pribadi atau badan h u k u m yang melakukan : 
kegiatan pemanfaatan air bawah tanah wajib meici l iki izin \ 
dari B u p a t i ; 

• (2) Tata cara dan syarat-syarat pemberian izin dimaksud pada , 
^y^t (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati . 

BAB IV ! 
GOLONQAN RETRIBUSI ; 

Pasal 6 ' 

Retribusi iz in pemanfaatan air bawah tanah digo'tongkan ? 
sebagai retribusi perizinan tertentu . ! , ' : 



BAB V 
STRUiCTUR DAN BESARNYA TARIP RETRIBUSI 

Pasal 7 

Struktur dan besaraya tarip retribusi pemanfaatan air bawah ^ 
tanah ditetapkan sebagai berikut,: 
a. Surat Izin Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah -

(SIPPAT) sebesar Rp 200.000,- (dua ratns r i t u rupiah) ; ! 

b. Iz in Pengeboran Air Bawah Tannh (SII^ : 
1. Untuk sumur kesatu dikenakan sebesar 500.000,00 

(lima ratus r ibu rupiah); 
2. Un tuk sumur kedua ^ e n a k a n sebesar Bp 600.000,00 : 
: (enam ratus r ibu rupiah); -

3. Uutuk sumur ketiga dikenakan sebesar 750.000,00 • 
( tujuh ratus l ima pu luh r ibu rujjiah); 

c. Setiap pemberian Izin Pengambilan Air Bawah Tanah 
(SIPA) dikenakan retribusi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ' 
r ibu rupiah). • 

BAB VI • 
WILAYAH PEMUNGUTAN 

Pasal 8 ; ' ; 

Retribusi terhutang dipimgut di wilayah Kabupaten Pncitan. 

BAB VI I 
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG 

Pasal 9 I 

(1) Masa retribusi adaleih jangka waktu yang lamanya ; 
diteiapkan sebagai be r iku t : • 
a. Untuk Surat Izin Pengeboran (SIP) selama 6 (enam } 

bulan dan dapat diperpanjang lag ! ; -

b. Untuk Surat Izin Perusahaan Pengeboran Air Bawah ^ 
Tanah (SIPPAT) dan Surat Izin Pengambilan Air Eawoh i 
Tanah (SIPA) selama 3 (tiga) t ahun dan dapat ' 
diperpanjang lagi. 

(2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ; 
h u r u f a dan b, dikenakan tar i f retribusi yang besaraya ; 
sebagaimana ketentuan dalam pasal 7 Peraturan Daerah r 
im . -

Pasal 10 

Retribusi terhutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau [ 
dokumen la in yang disamakan. . . > | 



BAB V I I I 
TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN 

DANPENAGIHAN . 
Pasal n 

(1} Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan ; 

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau 
dokumen lain yang dipersamakan. 

Pasal 12 

(1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi 
. sekaligus; : 

(2) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat penyetoran 
' retribusi ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati . 

BAB IX 
KEWAJIBAN PEMEQANQ IZIN 

Pasal 13 

Setiap pemegai^ izin diwajibkan u n t i i k : 
a. menjaga kelestarian l ingkui^an; / 
b. mentaati semua ketentuan y a i ^ tercontum dolom surat 

iz in; 
c. mentaati semua peraturan perundangan. tentang air 

bawah tanah dan lingkungan hidup serta perattuan 
perundangan lainnya; 

d. melaporkan hasil ke^atannya kepada Dinas Perindustrian, 
Perdagangan, Energi don Sumberdaya AGneral; 

e. t idak melakukan pengeboran didaerab r«nvan penyerapan 
air laut ke daratan atau daerah tangkapan air di lereng; 

f. u n t u k setiap 5 (lima) t i t i k sumur bor atau lebih dalam 
areal seluas 10 (sepuluh) hektar dengan jarak setiap t i t i k 
minimal 20 (dua puluh) m dan atau pemanfaatan air 
bawah tanah dengan debit air 50 (lima puluh) liter/detik 
atau lebih, pemegang izin diwajibkan membuat 1 (satu) 
sumur pantau yang dipergunakan seb^a i pemantau air 
bawah tanah di daerah sekitamya; , 

g. Untuk membuat sumur pantau harus dilenglcapi olat 
perekam otomatis permukaan air (AWR) apabila : 
1. Pengambilan air bawah tanah dilakukan 5 (lima) buah 

sumur pada luasan lahan kureng dari 10 (sepuluh) 
hektar; 

2. Jumlah pengambilan air bawah tanah sebesar 
50 (lima puluh) liter/detik atau lebih dari beberapa 
sumur pada luasan lahan kurang dari 10, (sepuluh) 
hektar; 

3. Pengambilan air bawah tanah sebesar 50 (lima puluh) 
liter/detik atau lebih dari 1 (satu) buah sumur. 

h . Setiap pemegang izin pemanfaatan air bawah tanah wajib 
menggunakan meter air; 

i . Pemanfaatan air bawah tanah harus digunakan sesuai 
dengan izin yang diberikan; 



j . Pemegang izin pengambilan air - bawah tanah waj ib ' 
memberikan sebagian air yang diperoleh u n t u k ; 
kepentingan masyarakat lingkungan sekitamya apabila \. 
diperlukan. 

BAB X 
PENCABUTAN SURAT IZIN 

Pasal H 

{1) Surat iz in dicabut karena : 
a. Habis , masa berlakunya dan tidak dilakukan 

perpanjangan; 
b. Atas permohonan pemegai^ iz in; 
c. Pemegang izin m e l a i ^ a r syarat-syarat yang, 

ditentukan dalam surat izin. 

(2) Terhadap izin yang tcloh berakhir masa berlakunya atau 
dicabut akan di ikut i dengan penutupan dan penyegelan; 
siunur. 

BAB X I 
PENGENDALIA14 DAN PENGAWASAN 

Pasal 15 
• / f 

Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksonaon 
pengambilan/pemanfaatan air bawah tanah dilakukan o leh ' 
Bupati . 

BAB XI I 
PENQURANGAN, KEKINGANAN DAN 

PEMBEBA3AN RETRIBUSI 
Pasal 16 

(1) Kepala Daerah dapat inemberikan pengurangan, •. 
keringanan dan pembebasan re t r ibus i ; ' 

(2) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan 
retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah. 

BAB X I I I 
KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN 

. Pasal 17 

(1) Pelan^aran terhadap ketentuan Pasal 5 ayat ( I J , Pasal 7, , 
Pasal 13 Peraturan Daerah in i dioncam deiigon pidana . 
kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling : 
banyak sebesar Rp 5.000.000,- (lima j u t a rupieli) ; 

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : 
pelanggaran. 



Pasal 18 

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu d i l ingkungan. 
Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai' 
penyidik un tuk melakukan penyidikan tindak pidana f 
di bidang retribusi daeral i ; 

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada eyat (1) 
adalah: • 
a. Meneruna, mencari dac mengumpulkan serta menelit i ; 

keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak -
pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau 
laporan tersebut inenjadi lebih lengkap dan jelas ; 

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan ^ 
mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran 
perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan t indak; 
pidana retribusi daerah; 

c. Meminta keterangan dan bahan bukt i dari or^ng \ 
pribadi atau badan sehubungan dengan tindalr pidana 
retribusi daerah; , 

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-
dokumen la in berkenaan dengan tindak pidana 
dibidang retribusi daerah; 

e. Melakukan penggeledahan u n t u k mendapatkan bahan 
bukt i pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen ; 
la in serta melakukan penyitaan terhadap bahan b u k t i ' 
tersebut; 

f. Meminta bantuan tenaga ohli dalam rangka • 
pelaksanaan tugas penyelidikan tindak pidana di bidang: 
retribusi daerah; 

g. Menyuruh berhenli, melarang seseorang meninggalkan: 
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang [ 
berlangsung dan memeriksa identitas orang a tau ! 
dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada; 
hr i ruf c ; 

h . Memotret seseorang yang berkaitan dengaii t indak ' 
pidana Retribusi Daercdi; 

i . MemanggU orang u n t u k didengor keterangannya dan \ 
diperiksa sebagai tersangka atau saksi ; ; 

j . Menghentikan penyidikan; 
k. Melakukan tindakan la in yang perlu u n t u k kelancaran \ 

penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah: 
menurut h u k u m yang dapat dipertanggung jawabkan. ; 

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal i n i ; 
memberitahukan dimulainya penyidikan dan; 
menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut \ 
u m u m sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam; 
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum | 
Acara Pidana, i 



BAB XIV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 19 

Hal ha l yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah in i 
sepanjang mengenai teknis pelaksanaanya ditetapkan lebih 
lanjut oleh Bupati . 

Pasal 20 

Peraturan Daerah in i mula i berlaku sejak tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah i n i dengan penempatannya 
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan. 

Ditetapkan di Pacitan 
pada tanggal 7 - 7 - 2003 



BAB XIV 
KETEimJAN PENUTUP 

Pasal 19 

Hal hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini 
sepanjang mengenai teknis pelaksanaanya ditetapkan lebih 
lanjut oleh BupatL 

Fasal20 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal 
dinndangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan. 

Ditetapkan di Padtan 
pada tanggal 7 - 7 - 2003 

BUPATI PACITAN 

Cap ttd. 

S U T R I 3 N O 
Diundangkan di Pacitan 
pada tanggal 7 - 7 - 2003 

SEKRETARIS DAERAH 

Dra. SUDJIMAN. 
Pembina Utama Maifya 

NIP. 510 049 978 

LEUBAKAR DAERAH KABUPATER PAOTAR TAHUR 2003 ROMOR 3 SERI C 

thtiO/At. 



PEN.JEIASAN 
ATAS • 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACrTAN 
NOMOR 10 TAHUN 2003 

TENTANG 

IZIN PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH 

L PENJELASAN UMUM 

Sesuai Ketentuan Keputusan Menteri Energi dan Sumberdaya 
Mineral pada pasal 3 ayat (1) Nomor HSl.K/lO/MEM/2000 tenlang 
Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pemerintahan d i Bidang Pengelolaan 
Air Bawah Tanali, Izin Pemanfaatan Air Bawah Tanah menipakan 
kewenangan Pemerintah Kabupaten. sehubungan dengan kelenlnan 
tiJisebut, agar pemanfaatan air bawali tanah dapat dilakukan secarn 
bcrkeianjutan dan pemanfaatannya tidak menimbulkan dampak negatiC 
terhadap lingkungan dan sekitarnya, maka diperlukan pengaturan 
pemanfaatannya. 

Dalam rangka membeiikan • perUndungan • terhadap 
pemanfaatan air bawah tanah serta dapat memberikan konstribusi 
Penilapatan Asli Daerala (PAD), maka perlu menetapkan Perizinannya 
dalam Peraturan Daerala. 

'liN.JELASAN PASAL DEMI PASAL 

I ' f lsal 1 sampai dengan pasal 2 

PflSfd 3 ayat ( l ) 

P a s a l 3 ayat (2) 

Cukup jelas. ' 

Cukup jelas. 

Kepentingan lain sebagaittinna 
dimaksud dalam pasal in i meliputi : 
uu tuk kepentingan pengaiian 
sawali, kolam, kebon atau ladang. 

i^asal 4 sampai dengan pasal 20 : Cukup jelas. 

oOo 


